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BUPATI LEBONG
_ PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
\ BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan
salah satu area perubahan dalam reformasi
birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi

pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan
tepat proses;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lebong tentang Pedoman Penyusunan Peta
Proses Bisnis Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Lebong.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
- Q Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828);

2, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
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4. Undang-Undang Nomor

_ Undang- Undang Nom

12 Tahun 2011 tentang
Perundang-undangan

Pembentukan Pernturan
Indonesin Tahun 2011

{Lembaran Negara Republik :
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesin  Nomor  5234), achagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomaor 15 Tahu n 2!’115} Icnﬂtaml;
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 I."nhur; 01

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Eﬂlli
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republ

Indonesia Nomor 6398

or 23 Tahun 2014 tcntgFE

merintahan Daerah (Lembaran Negara Republi
Ipr:‘:immsin Tahun 2014 Nomor 244, Tmhahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia 555?’!.
sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Penvusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
411);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem  Akuntabilitas Kinerja [nstansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor B0},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Htgﬂra_ Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentcri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
?;.ﬂ Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
; g;:ll-il{gﬁ:ltﬂ Negara Republik Indonesia Tahun 2018
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Menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Lebong [(Lembaran  Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor ID]:
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembeniukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Lebong  (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RIWMD] Kabupaten Lebong Tahun 2021- 2026
[Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021);

Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Lebong Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kena
Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG
FEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH [B]|
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

Pa=sal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud

dengan:

1. Daerai_'l adalah Kabupaten Lebong.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memmpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daernh otonom,

J. Pemerintah  Daerah  adalah Pemerintah

Daerah bersama Dewnn Perwalkil aky
an R
Daerah, o

Bupati adalah Bupati Lebong.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Kepala  Daerah  dan  DPRD  dalam
Penyelenggaraan  Urusan Pemerintahan
i yang menjadi kewenangan Daerah.,

5 ﬂ:::g:g‘nﬂemh adalah Dinas Kabupaten

7. Badan Daerah adalah Badan Kabupaten
Lebong,

B. Kecamatan adalah Kecamatan di wi
di
Kabupaten Lebong, SRS

o &
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Instansi  Vertikal adalah  perangkat
kementerian dan/atau lembaga pemerintah
non kementerian yang mengurus Urusan
kepada daerah otonom dalam wilayah
tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
Koordinasi adalah proses memadukan dan
menyerasikan kegiatan di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Pola Koordinasi adalah alur pelaksanaan
koordinasi.
Perumusan adalah proses, cara, perbuatan
merumuskan sasaran kegiatan sesuai dengan
visi misi Perangkat Daerah yang telah
ditetapkan.

Perencanaan adalah upaya awal dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran kegiatan sesuai
dengan visi misi Perangkat Daerah yang telah
ditetapkan.

Pelaksanaan adalah proses atau  cara
melaksanakan atau merealisasikan rencana-
rencana kegiatan Perangkat Daerah yang telah
ditetapkan.

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan
data pengukuran kemajuan atas objektil
program dan kegiatan dari Perangkat Daerah.
Evaluasi adalah kegiatan mempelajari kejadian,
memberikan solusi untuk suatu masalah,
rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan
perbaikan.

Penpawasan adalah proses dalam menetapkan
ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang
dapat mendukung pencapaian hasil/kinerja
Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya dengan baik.

Laporan  adalah  pemberitahuan  tentang
kcglalﬂn-kegiatan vang dilaksanakan oleh
setiap Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi
dan tugasnva secara berkala.

In;lbﬁrmasi a.:ada]!ah pembentahuan tentang
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh
setiap Perangkat Daerah insidentif,

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang
menggambarkan hubungan kerja yang
efektif dan efisien antar unit organisasi
un_tuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan . pendirian organisasi agar
menghasilkan  keluaran yang bernilaj
tambah bagi pemangku kepentingan.

. Supplier adalah unit organisasi  yang

menyediakan input untuk suaty proses.
J’rfput adalah sumber daya yang akan
g:.gunﬂkan dalam suatu proses,
oses adalah serangkaian tahapan
:g:nguha.h input menjadi output. " o
tput adalah sumber daya yvang dihasi
dari suatu proses. P
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Diundangkan di Tubet

Pasal 2

Penyusunan  Petn Proses Bisnis merupakan
peunn bagi Pernnpkat  Daerah untulk
menggambarkan hubungan kerjn yang, cfektil
don  efisien  antar  unit organisasi  untuk
menghnsilkan  kinergn sesunl  dengnn ltl_jurm
pendirinm organisasi  agar menghnasilkan
keluaran yang bhernilni tambnh hagl pemangku

kepentingan.

Pasnl 3

1. Pedoman  Penyusunan Peta Proses Hisnia
pemerintah Daerah Knl:upnfrn L.ebong
tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian  tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
2. Petn  proscs  hianis Pemerintah  Daerah

Kabupaten Lebong  dilaporkan kepada
Bupati.

Pasal 4

Peraturan Dupati  ini mulai  berlaku pada
tangeil  diundangkan. Agar setiap  orang

mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatanya dalam Berita Daerah

Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanpggal 3 Januari 2022

BUPATI LEBONG:F

{ KOPLI ANSORI

pada tangegal 3 Januan 2022

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 7

FEVERNTA AAZUT AT TN LEBONG
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